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ABSTRAK  

ANDRI YANTIKA PUTRI (2024) 

:  

Tinjauan Hukum Terhadap Analisis 

Dampak Lingkungan (AMDAL) 

Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Di Indonesia  

 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menunjukkan betapa pentingnya 

penerapan AMDAL secara ketat dalam setiap kegiatan pembangunan untuk 

mencegah dampak lingkungan yang merugikan. Pelanggaran terhadap prinsip 

AMDAL tidak hanya mengancam kelestarian ekosistem, tetapi juga 

membahayakan kesehatan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam, 

seperti yang terjadi pada proyek reklamasi Teluk Jakarta dan perusahaan-

perusahaan di Pulau Batam, menjadi bukti bahwa kelalaian dalam pengelolaan 

lingkungan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang masif dan sulit 

diperbaiki. Oleh karena itu, AMDAL harus dipandang sebagai alat penting dalam 

menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan 

lingkungan hidup di Indonesia. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan, maka pengelolaan 

sebuah kawasan industri tanpa mengindahkan aspek lingkungan, jelas melanggar 

hukum 

Penelitian ini berjenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan 

pendekatan undang-undang, dan pendekatan konsep. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan yaitu melibatkan pengkajian informasi tertulis (Library Research) 

mengenai hukum dari berbagai sumber yang secara luas dipublikasikan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Analisis Dampak Lingkungan 

(AMDAL) merupakan instrumen hukum yang krusial dalam pengelolaan 

lingkungan hidup di Indonesia, bertujuan mencegah dan mengendalikan dampak 

negatif dari aktivitas pembangunan. Sebagai syarat perizinan dan alat 

pengawasan, AMDAL memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara 

berkelanjutan, dengan melibatkan masyarakat serta mematuhi prinsip-prinsip 

perlindungan lingkungan. 2) Kriteria usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi 

dengan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) di Indonesia meliputi proyek-

proyek yang berpotensi memberikan dampak besar dan penting terhadap 

lingkungan. Kriteria ini ditentukan berdasarkan skala, sifat, dan lokasi kegiatan, 

serta potensi risiko yang ditimbulkan terhadap ekosistem, kesehatan manusia, dan 

keberlanjutan sumber daya alam. AMDAL berfungsi sebagai prasyarat hukum 

yang wajib dipenuhi untuk   memastikan   bahwa  setiap  aktivitas pembangunan 

dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip perlindungan 

lingkungan hidup. 

 

Kata Kunci : Pengelolaan Lingkungan Hidup, AMDAL, Aturan Hukum 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Dalam suatu negara hukum yang menganut kedaulatan rakyat, keberadaan 

konstitusi memegang peran penting dalam mengatur tatanan kehidupan 

berbangsa, terutama terkait hubungan antara rakyat dengan negara.
1
 Sejak 

disahkan sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 

Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai suatu "revolusi grondwet" oleh 

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia atau Undang-Undang Dasar 1945 dikenal sebagai 

suatu naskah yang singkat dan simpel karena hanya hal-hal dan aturan-aturan 

pokok saja yang ditetapkan oleh Undang- Undang Dasar (UUD), sedangkan hal-

hal yang diperlukan untuk menyelenggarakan aturanaturan pokok itu harus 

diserahkan pada undang-undang yang lebih rendah.
2
 Istilah konstitusi itu menurut 

CF. Strong dimaknai sebagai “Collection of principles according to which the 

power of the government, the rights of the governed, and the relations between the 

two are adjusted” yang artinya kumpulan asas-asas yang mengatur kekuasaan 

pemerintahan, hak-hak yang diperintah,   dan   hubungan - hubungan  antara  

keduanya.
3
 Tujuan diberlakukannya konstitusi dalam suatu negara utamanya 

                                                      
1
 Yeni Handayani, “Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia dan 

Konstitusi Amerika Serikat”, Dalam Jurnal RechtVinding, Volume 1, Nomor 1  (2014), h. 1.  
2
 Abu Samah dan Ali B. Embi, Hukum Tata Negara, (Pekanbaru : Cahaya Firdaus, 2023), 

h. 50  
3
 C.F.Strong, Modern Political Constitutions; An Introduction to the Comparative Study 
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untuk membatasi pemangku kekuasaan supaya tidak bertindak sewenang-wenang. 

Dengan adanya pembatasan itu maka hak warga negara akan menjadi terlindungi. 

Selain itu tujuan konstitusi juga menghendaki supaya kepentingan seluruh rakyat 

yang dicita-citakan dalam konstitusi bisa tercapai, termasuk perlindungan 

terhadap hak dasar sebagai manusia (human rights atau fundamental rights).
4
 

Indonesia dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang 

sangat besar, dengan potensi sumber daya alam yang besar tersebut menjadi suatu 

keharusan bagi kita semua untuk menjaga dan melindunginya, sehingga proses 

pembangunan maupun kegiatan usaha suatu perusahaan tidak mengakibatkan 

suatu krisis lingkungan hidup. Krisis lingkungan adalah ancaman masa depan 

umat manusia yang mana pertambahan kerusakan lingkungan telah mencapai 

dimensi regional, global dan terus berdampak besar. Pemanasan global yang 

semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah 

penurunan kualitas lingkungan hidup saat ini, karena itu perlu dilakukan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Pengelolaan, 

penggunaan maupun pemanfaatan sumber daya alam harus diseimbangkan dengan 

lingkungan hidup, sehingga diperlukan suatu kebijaksanaan nasional pengelolaan 

lingkungan hidup yang komprehensif. Hal ini sejalan dengan konsep studi 

lingkungan hidup yang mengkhususkan pada ilmu hukum, dengan objek 

hukumnya adalah tingkat perlindungan sebagai kebutuhan hidup.
5
 

Kebijakan pengelolaan lingkungan telah tertuang melalui Undang-Undang 

                                                                                                                                                 
of Their History and Existing Form (London: Sidgwick and Jakson Limited, 1963), h. 11.  

4
 Dahlan Thaib dkk., Teori dan Hukum Konstitusi,(Depok: Raja Grafindo Persada, 2021), 

h. 18. 
5
 St. Danusaputro, Hukum Lingkungan, (Bandung: Bina Cipta, 2008), h. 46  
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Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

yang menginstruksikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus 

memperhatikan lingkungan atau disebut pembangunan berkelanjutan (sustainable 

development) sebagai dicantumkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

yang menyebutkan “Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan 

terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke 

dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta 

keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan 

generasi masa depan”.
6
  

 Lingkungan tidak lagi dapat dibiarkan seperti masa lampau yang secara 

alami tetap berada dalam kondisi baik dan sehat. Namun, karena aktivitas manusia 

atau pembangunan yang terus meningkat dalam jumlah dan intensitas, lingkungan 

perlu dijaga dan dikelola dengan baik. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi landasan 

hukum utama dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Undang-

undang ini mencakup langkah-langkah sistematis dan terpadu untuk menjaga 

fungsi lingkungan, mencegah pencemaran, serta menghindari kerusakan 

lingkungan melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, 

pengawasan, hingga penegakan hukum.
7
  

Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

                                                      
6
 M. Hadin Muhjad, Hukum Lingkungan. (Yogyakarta: PT. Genta Publishing, 2015),  h. 

1.  
7
 Ibid, h. 137  
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Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa 

“Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan 

dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup”. Kemudian dalam ayat (2) 

disebutkan Pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. pencegahan;  

b. penanggulangan; dan  

c. pemulihan.  

Pelaksana pengendalian tersebut pada ayat (3) bahwa “Pengendalian 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung 

jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung 

jawab masing-masing”.  

Ada 2 jenis izin di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni pertama, izin lingkungan 

adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau 

kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan prasyarat untuk memperoleh izin 

usaha dan/atau kegiatan.
8
 Kedua, izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang 

diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan. 

Rencana usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki AMDAL dikarenakan 

                                                      
8
 Sumadi Kamarol Yakin., “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Sebagai 

Instrumen Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan”, Jurnal Badamai Law Journal. 

Volume 2, Nomor 1, (2017), h. 114.  
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memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup. Pasal 22 Ayat (2) Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup menyebutkan mengenai dampak penting yang ditentukan 

berdasarkan kriteria :  

a. Besarnya penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau 

kegiatan usaha;  

b. Luas wilayah penyebaran dampak;  

c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;  

d. Banyaknya komponen lingkungan hidup yang lain yang akan terkena 

dampak;  

e. Sifat kumulatif dampak;  

f. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau  

g. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

tehnologi.
9
 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah sebuah upaya untuk 

mengurangi pengaruh negatif dan resiko pada tingkat yang mungkin terjadi serta 

mengelola resiko tersebut melalui mekanisme dan sistem hukum lingkungan. Kata 

kunci dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang lebih dikenal dengan 

istilah AMDAL ada pada kata “analisis ilmiah”. Peraturan Pemerintah mengenai 

AMDAL telah mengalami beberapa kali perubahan. Pertama kali diatur melalui 

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak 

                                                      
9
 Ibid, h. 114-115  
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Lingkungan, kemudian di revisi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 

1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, yang 

merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
10

 

Di Indonesia hal ini mendorong penyesuaian Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai 

perkembangan baru yang masih perlu dibahas serta bagaimana AMDAL menjadi 

pembentuk hukum lingkungan.
11

 Secara khusus di Indonesia, perkembangan 

aturan pada periode ini ditandai dengan berlakunya otonomi daerah dan 

desentralisasi. Kementrian Lingkungan Hidup yang ditunjukan untuk menjawab 

berbagai tantangan yang muncul sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah 

satu tantangan utama adalah untuk meninjau ulang peran pemerintah pusat 

terhadap berbagai otorita lingkungan di tingkat sub-nasional baik itu tingkat 

Provinsi atau Kota/Kabupaten. Melakukan lajian dan meningkatkan mekanisme 

berbagai prosedur yang ada untuk partisipasi publik serta meninjau ulang cakupan 

AMDAL juga memperkenalkan berbagai instrumen pengelolaan lingkungan 

alternatif serta memperkuat penegakan hukum. Hal ini dilakukan dengan 

penguatan sanksi administratif, antara lain melalui instrumen pengelolaan 

                                                      
10

 Karla Kalangi, “Kedudukan Amdal Tentang Eksploitasi Pertambangan Menurut 

Undangundang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup”. Jurnal Lex Privatum, Volume 4, Nomor 1, (2018), h. 44.  
11

 M.Daud Silalahi dan Kristianto, Perkembangan Pengaturan AMDAL di Indonesia, 

(Bandung: Keni Media, 2016), h. 1.  
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lingkungan yang paling efektif dan efisien dengan alat ukur dampak lingkungan 

yang lebih akurat, sehingga banyak dikembangkan dalam sistem hukum 

lingkungan berbagai negara. 

Kasus reklamasi Teluk Jakarta yang berlangsung pada tahun 2016 hingga 

2019 menjadi salah satu contoh penting terkait Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan (AMDAL) di Indonesia. Proyek ini bertujuan membangun pulau-

pulau buatan di Teluk Jakarta untuk kawasan komersial, perumahan, dan fasilitas 

lainnya. Namun, proyek tersebut mendapat banyak kritik karena dianggap tidak 

mematuhi prinsip-prinsip AMDAL yang seharusnya komprehensif dan transparan. 

Kemudian sebanyak 575 dari 719 perusahaan modal asing (PMA) dan perusahaan 

modal dalam negeri (PMDN) di Pulau Batam tak mengantungi Analisa Mengenai 

Dampak Lingkungan (AMDAL) seperti yang digariskan. Dari 274 industri 

penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), hanya 54 perusahaan yang 

melakukan pengelolaan pembuangan limbahnya secara baik. Sisanya membuang 

limbahnya ke laut lepas atau dialirkan ke sejumlah danau penghasil air bersih. 

Tragisnya, jumlah limbah B3 yang dihasilkan oleh 274 perusahaan industri di 

Pulau Batam yang mencapai tiga juta ton per tahun selama ini tak terkontrol.  

Kasus-kasus ini menunjukkan betapa pentingnya penerapan AMDAL 

secara ketat dalam setiap kegiatan pembangunan untuk mencegah dampak 

lingkungan yang merugikan. Pelanggaran terhadap prinsip AMDAL tidak hanya 

mengancam kelestarian ekosistem, tetapi juga membahayakan kesehatan 

masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam. Ketidakpatuhan terhadap 

AMDAL, seperti yang terjadi pada proyek reklamasi Teluk Jakarta dan 
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perusahaan-perusahaan di Pulau Batam, menjadi bukti bahwa kelalaian dalam 

pengelolaan lingkungan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang masif 

dan sulit diperbaiki. Oleh karena itu, AMDAL harus dipandang sebagai alat 

penting dalam menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan 

perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan, maka 

pengelolaan sebuah kawasan industri tanpa mengindahkan aspek lingkungan, jelas 

melanggar hukum.
12

 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji 

lebih lanjut mengenai pentingnya AMDAL untuk terwujudnya keadilan bagi 

ekologi di Indonesia yang dituliskan dalam sebuah bentuk penulisan hukum yang 

berjudul “TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANALISIS DAMPAK 

LINGKUNGAN (AMDAL) DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN 

HIDUP DI INDONESIA” 

B. Batasan Masalah 

Pembatasan dalam masalah bertujuan agar penelitian yang akan 

dilaksanakan dapat terarah sehingga tujuan dari dilakukan penelitian ini dapat 

tercapai dengan baik. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah ruang 

lingkupnya meliputi Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Di Indonesia.    

 

                                                      
12

 Muhammad Rustamaji (2017) Pilar-Pilar Hukum Progresif, Menyelami Pemikiran 

Satjipto Rahardjo, Yogyakarta: Thafa Media, hal. 18.  
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C. Rumusan Masalah 

   Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, adapun rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana tinjuan hukum kegunaan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) 

dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia ?  

2. Apa kriteria usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis 

Dampak Lingkungan di Indonesia ? 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. Untuk mengetahui tinjuan hukum kegunaan Analisis Dampak Lingkungan 

(AMDAL) dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia 

b. Untuk mengetahui kriteria usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan 

Analisis Dampak Lingkungan di Indonesia 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis diharapkan pembahasan ini dapat memberikan manfaat dan 

kegunaan dalam ilmu pengetahuan dan menambah wawasan kepada pembaca, 

khususnya mengetahui tinjuan hukum kegunaan Analisis Dampak Lingkungan 

(AMDAL) dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia 

b. Manfaat Praktis 
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Melengkapi syarat guna mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas 

Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta 

dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan menulis karya ilmiah 

lainnya dikemudian hari. 

c. Manfaat Akademis 

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S1) pada 

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teori 

1. Tinjauan Tentang Hukum Lingkungan  

a. Pengertian Hukum Lingkungan   

Istilah hukum lingkungan merupakan terjemahan dari beberapa istilah, 

yaitu Environmental law dalam Bahasa Inggris, Millieeurecht dalam Bahasa 

Belanda Lenvironnement dalam Bahasa Prancis, Umweltrecht dalam Bahasa 

Jerman, “Hukum Alam Seputar” dalam Bahasa Malaysia, Batas nan 

Kapalagiran dalam Bahasa Tagalog, Sin-ved-lom Kwahm dalam Bahasa 

Thailand, Qomum al-Biah dalam Bahasa Arab. Menurut Munadjat 

Danusaputro, hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur tatanan 

lingkungan. Dikemukakan pula, bahwa hukum lingkungan merupakan salah 

satu sarana penunjang (supporting measures) dalam kegiatan pengelolaan 

lingkungan hidup, disamping institusi dan keuangan. Untuk kata pengelolaan 

lingkungan hidup sesuai dengan istilah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

(UUPPLH). Selanjutnya Munadjat membagi atau membuat klasifikasi hukum 

lingkungan ke dalam hukum lingkungan modern dan hukum lingkungan 

klasik.
13

 

1) Hukum lingkungan klasik (kuno), secara mendasar lebih berorientasi 

pada   penggunaan   lingkungan   hidup,   yakni  use  oriented  law. 

                                                      
13

  Muhammad Erwin, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan, 

(Jakarta : Refika Aditama Edition, 2008), h. 8  
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Secara singkat dapat dikatakan, bahwa hukum lingkungan klasik 

menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali 

untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya 

lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia mencapai 

hasil semaksimal mungkin, dan dalam jangka waktu yang sesingkat-

singkatnya.  

2) Hukum lingkungan modern, menetapkan ketentuan dan norma-norma 

guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk 

melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi 

untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus 

menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasigenerasi 

mendatang. Hukum lingkungan ini menjaga dan memelihara lingkungan 

hidup. Oleh karena itu, hukum lingkungan modern merupakan hukum 

yang berorientasi kepada lingkungan (enviromental oriented law). 

Hukum lingkungan modern harus juga memiliki sifat-sifat yang utuh 

menyeluruh atau komperehensif-integral.
14

 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, lingkungan adalah 

keadaan sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku makhluk 

hidup. Lingkungan dapat didefinisikan sebagai:
15

  

1) Daerah tempat suatu makhluk hidup berada 2. Keadaan atau kondisi 

yang melingkupi suatu makhluk hidup  

2) Keseluruhan keadaan yang meliput suatu makhluk hidup atau 

                                                      
14

 A.M. Yunus Wahid, Pengantar Hukum Lingkungan, (Jakarta : Kencana, 2018), h.119-

120  
15

 Bahrudi Supardi, Berbakti Untuk Bumi, (Bandung : Rosdakarya, 2009), h. 11  
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sekumpulan makhluk hidup.   

Berdasarkan pengertian dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dangan semua benda, daya, keadaan, 

dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi 

alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta 

mahluk hidup lain. Dapat disimpulkan bahwa lingkungan adalah suatu 

ekosistem yang menunjang hidup (life) dan sekaligus merupakan suatu 

kehidupan sebagai satu kesatuan yang saling mempengaruhi antara tempat 

hidup dengan makhluk hidup di dalamnya. Persoalan dalam hukum lingkungan 

yaitu hukum lingkungan lebih bersifat reaktif dibandingkan dengan proaktif 

atas persoalan-persoalan terkait lingkungan.
16

 Secara umum karateristik hukum 

lingkungan yaitu:  

1)  Bersifat insidental, yaitu peraturan yang awalnya tidak direncanakan 

dalam jangka panjang, tetapi kemudian dikeluarkan secara mendesak 

untuk menangani situasi tertentu yang memerlukan solusi segera melalui 

peraturan tersebut.  

2) Bersifat komensalis, di mana terdapat pasal-pasal tentang lingkungan 

yang hanya dimasukkan sebagai bagian dari paket perundang-undangan 

lain yang sebenarnya tidak ditujukan untuk pengaturan tata lingkungan 

secara khusus.  

3) Bersifat parsial, yakni peraturan yang dibuat secara terpisah oleh 

                                                      
16

 Mada Apriandi Zuhir, “The Evaluation of The Effectiveness of International 

Environmental Law With Reference to The Issue of Global Climate Change”, Dalam Jurnal 

Simbur Cahaya, Volume 2,  Nomor 47, (2012), h. 16  
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masing-masing instansi atau departemen, sehingga sering kali terjadi 

tumpang tindih atau duplikasi antar peraturan. Kondisi ini menciptakan 

hambatan dalam mencapai keselarasan tindakan karena kurangnya 

sinkronisasi antar pihak.  

4) Bersifat sektoral atau departemental, di mana ciri ini sangat umum 

dalam peraturan lingkungan. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan 

praktis setiap kegiatan yang biasanya berada dalam wewenang masing-

masing departemen atau sektor, serta adanya kewenangan teknis yang 

diberikan kepada tiap departemen untuk menetapkan peraturan sesuai 

tugas masing-masing.  

5) Bersifat jalan pintas, yaitu adanya kecenderungan dalam praktik untuk 

menerapkan regulasi yang sebenarnya membutuhkan tingkat regulasi 

lebih tinggi, tetapi digunakan secara langsung tanpa memperhatikan 

kebutuhan substantifnya.
17

 

Posisi hukum lingkungan dalam ilmu hukum bersifat multi disiplin yang 

mana mencakup keseluruhan aspek disiplin hukum. Hukum lingkungan 

sebagian besar memuat ketentuan-ketentuan hukum administrasi. Didasarkan 

pada fakta bahwa pemerintah mempunyai peran penting dalam perumusan 

kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan dalam implementasi 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Hubungan hukum lingkungan 

dengan hukum perdata adalah terkait dengan ganti kerugian yang disebabkan 

adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Sedangkan keterkaitan 

                                                      
17

 Harun M. Husein, Masalah Pengelolaan Lingkungan dan Penegakan Hukumnya, 

(Jakarta : Bumi Aksara, 2013), h. 54-55.  
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hukum pidana dalam hukum lingkungan adalah dalam penerapan sanksi pidana 

yang diberikan kepada pencemar lingkungan. 

b. Fungsi Hukum Lingkungan  

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak akan berjalan 

maksimal tanpa adanya perangkat hukum yang memadai yang secara khusus 

mengatur tentang perlindungan terhadap lingkungan. Lingkungan hidup akan 

mengalami pengrusakan yang luar biasa tanpa adanya upaya pencegahan dan 

memberikan hukum terhadap para pihak yang melanggarnya. Hukum memiliki 

peran penting untuk memberikan efek jera kepada orang-orang yang melanggar 

hukum lingkungan. Bila hukum tidak ada yang mengatur mengenai lingkungan 

hidup, maka akan menimbulkan keruskana yang luar biasa pada lingkungan. 

Orang dengan seenaknya memanfaatkan hutan lindung demi kepentingan 

pribadi tanpa peduli dengan orang lain. dengan adanya hukum lingkungan yang 

disertai dengan tegas kepada pelanggarnya, maka akan meminimalisasikan 

kerusakan lingkungan. Hal ini dikarenakan, hukuman yang diberikan oleh 

Undang-Undang kepada pelanggarnya sangat berat. Dalam penegakan hukum 

lingkungan telah diatur segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan, bagi 

pelaku baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan dengan upaya 

pencegahan (preventif) maupun penindakan (represif). Untuk tindakan represif 

ini ada beberapa jenis instrument yang dapat diterapkan dan penerapannya 

tergantung dari keperluannya, sebagai pertimbangan antara lain melihat dampak 

yang ditimbulkannya. Jenis-jenis instrument dimaksud meliputi (Subagyo, 

2002):  
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1. Tindakan Administratif  

2. Tindakan Perdata (Proses Perdata)  

3. Tindakan Pidana (Proses Pidana)  

Dari ketiga instrument tersebut tidak ada skala prioritas atau merupakan 

urutan pertama dan terakhir, sehingga apabila ada asumsi tindakan pidana 

meurpakan hukuman yang terakhir dalam penerapannya dan apabila tindakan 

yang lain tidak menyelesaikan masalahnya. Hal ini tidak seluruhnya benar, 

bahkan tindakan pidana ini hanya menyelesaikan secara sepihak belum 

menjangkau pada pihak penderitanya yaitu sekelompok orang yang terkena 

dampak tersebut dalam bentuk pemulihan ke keadaan semula. 

c. Hukum Lingkungan Di Indonesia  

Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem, terdiri dari atas 

berbagai subsistem, yang mempunyai aspek sosial, budaya, ekonomi dan 

ekologis dengan corak ragam yang berbeda yang menyebabkan daya tampung, 

daya dukung dan daya lenting yang berbeda pula. Sebagai subsistem atau 

bagian (komponen) dari “sistem hukum nasional” Indonesia, hukum lingkungan 

Indonesia di dalam dirinya membentuk suatu sistem, dan sebagai suatu sistem, 

hukum lingkungan Indonesia mempunyai subsistem yang terdiri atas:  

1) Hukum Penataan Lingkungan  

2) Hukum Acara Lingkungan  

3) Hukum Perdata Lingkungan  

4) Hukum Pidana Lingkungan  

5) Hukum Lingkungan Internasional 
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 Sebagaimana telah diuraikan tentang pembagian hukum lingkungan 

yang dapat dibedakan menjadi empat bidang besar, maka uraian mengenai 

hukum lingkungan Indonesia pun dapat menggunakan acuan empat bidang 

besar tersebut, yaitu: 

1) Hukum Penataan Ruang (termasuk pengendalian penggunaan tanah dan 

sumber-sumber daya lingkungan);  

2) Hukum Konservasi (hayati, buatan, termasuk benda cagar budaya);  

3) Hukum Kependudukan (termasuk kebutuhan sumber daya manusia);  

4) Hukum Pencemaran Lingkungan (dalam kaitannya dengan pencegahan 

dan penanggulangan pencemaran).  

Masing-masing komponen dari Hukum Lingkungan Indonesia tersebut, 

yaitu Hukum Penataan Ruang, Hukum Konservasi, Hukum Kependudukan, dan 

Hukum Pencemaran Lingkungan, harus selalu dapat dikaitkan dan mengacu 

pada keseluruhan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pembagian demikian 

menggunakan pendekatan “sumber daya”.
18

 

2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  

 

a. Pengertian Lingkungan Hidup  

 Lingkungan merupakan pilar penting dari segala aspek kehidupan, 

lingkungan sebagai naungan hidup manusia yang tidak dapat dipisahkan 

diantara keduanya. Penggunaan istilah “Lingkungan” seringkali digunakan 

secara bergantian dengan istilah “Lingkungan Hidup”. Kedua istilah tersebut 

meskipun secara harfiah dapat dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan 

                                                      
18

 Amiruddin A. Dajaan Imami dkk, Asas Subsidiaritas Kedudukan & Implementasi 

dalam Penegakan Hukum Lingkungan, (Bandung : Bestari, 2019), h 4.  
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dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang 

meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi (lingkungan hidup manusia, 

lingkungan hidup hewan, dan lingkungan hidup tumbuhan).
19

 Definisi 

lingkungan itu sendiri menurut Emil Salim adalah lingkungan hidup adalah 

segala benda, kondisi keadaan, serta pengaruh yang terdapat dalam ruangan 

yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup (termasuk manusia).
20

 

Menurut Siswanto Sunarso pengertian lingkungan hidup adalah 

kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, 

termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan 

perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
21

  

Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Pasal 1 butir (1) Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup bahwa “Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan 

semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan 

perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan 

perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”  

Dari pengertian diatas terlihat bahwa lingkungan hidup sangat berperan 

dalam mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia 

serta makhluk hidup lainnya. Secara garis besar pengelompokan lingkungan 

                                                      
19

 Muhammad Akib, Hukum Lingkungan Presfektif Global dan Nasional, (Jakarta : 

PT.Raja Grafindo Persada, 2016), h,.1. 
20

 Emil Salim, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, (Jakarta : Mutiara, Jakarta, 1983), 

h..3.  
21

 Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Strategi Penyelesaian 

Sengketa, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), h.43  



19  

 

 

hidup manusia terdiri atas tiga golongan antara lain:
22

  

1) Lingkungan Fisik (Physical Environment) adalah segala sesuatu 

disekitar kita yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, 

gunung, udara, sinar matahari dan lain-lain yang semacamnya.  

2) Lingkungan Biologis (Biolocal Environment) adalah segala sesuatu 

yang berada disekitar manusia yang berupa organisme hidup lainnya 

selain dari manusia sendiri, binatang, tumbuhan-tumbuhan, jasad renik 

(plankton), dan lain-lain.  

3) Lingkungan Sosial (Social Environment) adalah manusia-manusia lain 

yang disekitarnya seperti tetangga, teman, dan lain-lain. 

 

Uraian diatas memberikan gambaran kepada kita bahwa manusia dalam 

hidupnya mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Manusia 

dalam hidupnya baik secara pribadi maupun sebagai kelompok masyarakat 

selalu berinteraksi dengan lingkungan dimanapun ia hidup dalam artian 

manusia dengan berbagai aktifitasnya akan mempengaruhi lingkungannya dan 

perubahan lingkungan akan mempengaruhi kehidupan manusia.
23

 

Definisi Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, 

daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya, yang 

memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta 

makhluk hidup lain dan dapat mempengaruhi hidupnya (Siahaan, N.H.T, 2004). 

Pengertian lingkungan hidup bisa dikatakan sebagai segala sesuatu yang ada di 

sekitar manusia atau makhluk hidup yang memiliki hubungan timbal balik dan 

kompleks serta saling mempengaruhi antara satu komponen dengan komponen 

lainnya. Pengertian lingkungan hidup yang lebih mendalam menurut UU No 32 

Tahun 2009 adalah kesatuan ruang dengan semua benda atau kesatuan makhluk 

                                                      
22

 Fuad Amsyari, Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan, (Jakarta : Ghalia 

Indonesia, 1997) h.11-12. 
23

 Abdurahman, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, (Bandung : Alumni, 1986), h 

.9. 
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hidup termasuk di dalamnya ada manusia dan segala tingkah lakunya demi 

melangsungkan perikehidupan dan kesejahteraan manusia maupun mahkluk 

hidup lainnya yang ada di sekitarnya.  

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu diikuti 

tindakan berupa pelestarian sumber daya alam dalam rangka memajukan 

kesejahteraan umum. Dengan begitu, UUPLH merupakan dasar ketentuan 

pelaksanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup serta sebagai dasar 

penyesuaian terhadap perubahan atas peraturan yang telah ada sebelumnya, 

serta menjadikannya sebagai suatu kesatuan yang bulat dan utuh di dalam suatu 

sistem. Sebagai subsistem atau bagian (komponen) dari "Sistem Hukum 

Nasional” Indonesia, hukum lingkungan Indonesia di dalam dirinya membentuk 

suatu sistem, dan sebagai suatu sistem, hukum lingkungan Indonesia 

mempunyai subsistem yang terdiri atas : (1) Hukum Penataan Lingkungan; (2) 

Hukum Perdata Lingkungan; (3) Hukum Pidana Lingkungan; dan (4) Hukum 

Lingkungan Internasional 

Adapun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Hukum Lingkungan 

Indonesia antara lain adalah sebagai berikut:  

1. Undang-Undang Dasar 1945 

2. Berbagai peraturan tentang Perusahaan dan Pencemaran Lingkungan, 

khususnya pada PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan,  

3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
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Pencemaran lingkungan sering kali terjadi akibat dari aktivitas manusia 

serta industri yang kurang memperhatikan lingkungan hidup disekitarnya 

sehingga dalam pemeliharaan lingkungan hidup perlu menetapkan standarisasi 

baku mutu lingkungan hidup. Menurut Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup, menyatakan bahwa “Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas 

atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada 

dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber 

daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.” 

b. Unsur-Unsur Lingkungan Hidup  

Secara khusus kita sering menggunakan istilah lingkungan hidup untuk 

menyebutkan segala sesuatu yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup 

segenap makhluk hidup di bumi.Unsur-unsur lingkungan hidup dapat dibedakan 

menjadi tiga, yaitu :
24

  

1) Unsur Hayati (Biotik)  

Biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. 

Pada pokoknya makhluk hidup dapat digolongkan berdasarkan jenisjenis 

tertentu, misalnya golongan manusia, hewan dan tumbuhan. Makhluk hidup 

berdasarkan ukurannya digolongkan menjadi mikroorganisme dan 

makroorganisme. Manusia merupakan faktor biotik yang mempunyai pengaruh 

terkuat di bumi ini, baik dalam pengaruh memusnahkan dan melipatkan, atau 

mempercepat penyebaran hewan dan tumbuhan.  
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2) Unsur Fisik (Abiotik)  

Abiotik adalah istilah yang digunakan untuk menyebut sesuatu yang 

tidak hidup (benda mati). Komponen abiotik merupakan komponen penyusun 

ekosistem yang terdiri dari benda-benda tak hidup. Secara terperinci, komponen 

abiotik merupakan keadaan fisik dan kimia disekitar organisme yang menjadi 

medium dan substrat untuk menunjang berlangsungnya kehidupan organisme 

tersebut. 

3) Unsur Sosial Budaya  

Unsur sosial budaya adalah lingkungan sosial dan budaya yang dibuat 

manusia dan merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam berperilaku 

sebagai makhluk sosial. Unsur ini berperan dalam perubahan lingkungan demi 

memenuhi kebutuhan hidup manusia. 

c. Dasar Hukum Penegakan Lingkungan Hidup  

Penegakan hukum lingkungan hidup merupakan suatu hal yang penting 

dalam upaya utntuk mencapai tujuan Negara Indonesia seperti yang telah 

tertuang dalam pembukaan UUD 1945 Alenia ke 4 Amandemen ke IV, 

tujuannya adalah :  

1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia;  

2) Memajukan kesejahteraan umum;  

3) Mencerdaskan kehidupan bangsa;  

4) Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi, dan keadilan sosial.  

 

Penegakan hukum lingkungan hidup tercantum dalam pasal 28 H ayat 

(1) Undang- Undang 1945 Amandemen ke IV, menyatakan bahwa “Setiap 
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orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat” 

Hukum lingkungan adalah sebuah bidang atau cabang hukum yang memiliki 

suatu keunikan tersendiri yang disebut sebagai bidang hukum fungsional karena 

didalamnya terdapat unsur-unsur hukum administrasi, hukum pidana, dan 

hukum perdata.
25

 Ketiga unsur-unsur tersebut tertuang di dalam Undang-

Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup. Maka dengan demikian, uraian dari masing-masing subsistem hukum 

lingkungan Indonesia tersebut selalu dapat dikaitkan dengan wujud dan sistem 

dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai bentuk agar terciptanya penegakan 

hukum lingkungan. 

Perilaku manusia sangat mempengaruhi alam, maka dari itu manusia 

perlu mempunyai prinsip yang tegas agar dapat menjaga lingkungan dengan 

baik dan mentaati peraturan yang ditetapkan, agar terciptanya ketertiban dan 

pelestarian lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah payung hukum di 

bidang lingkungan hidup di Indonesia, oleh karena itu Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini 

sebagai dasar penyesuaian terhadap peraturan yang telah ada sebelumnya, serta 

menjadikan sebagai suatu ketentuan yang utuh di dalam suatu sistem. Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, Pasal 1 butir (2), menyatakan bahwa “Perlindungan dan 

                                                      
25

 Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, (Jakarta : Rajagrafindo Persada,  
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pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang 

dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah 

terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi 

perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan penegakan 

hukum.” 

Proses penegakan hukum lingkungan hidup ini jauh lebih rumit dari 

pada delik lain, karena seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa 

hukum lingkungan merupakan bidang hukum yang fungsional yang mana 

terdapat unsur hukum administrasi, hukum perdata dan hukm pidana. Proses 

penegakan hukum administrasi akan lain dari pada proses penegakan hukum 

perdata dan hukum pidana. Titik terjadinya pelanggaran hukum lingkungan 

berangkat dari adanya pengaduan masyarakat serta adanya inspeksi mendadak 

yang dilakukan oleh lembaga terkait. Tujuan pelaporan yang dilakukan 

masyarakat kepada kantor Dinas Lingkungan Hidup juga bermacam-macam 

karena secara dini dapat diketahui dengan mendatangi langsung tempat 

terjadinya pengaduan tersebut dan akan ditindak lanjuti apakah benar terjadi 

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Setelah itu pihak instansi akan 

melakukan pemeriksaan di labolatorium yang akan menunjukkan apakah 

pengaduan tersebut telah melebihi tingkat baku mutu atau tidak.
26

  

Berangkat dari pengaduan yang masuk ke kantor lingkungan hidup 

inilah dapat dipilih untuk proses selanjutnya. Jika masih ragu, tentang ketentuan 

mana yang dilanggar, apakah kententuan administrasi (pelanggaran perizinan), 
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apakah bersifat perdata (misalnya perbuatan melanggar hukum), atau perlu 

dilanjutkan ke proses hukum pidana, misalnya jika pelanggar merupakan 

residivis. Terlebih dahulu Dinas Lingkungan Hidup membawa persoalan ini ke 

dalam forum musyawarah. Akan tetapi, jika penerima laporan ini menganggap 

bahwa pelanggaran ini masih dapat di perbaiki dengan paksaan administratif 

(bestuursdwang), maka dapat diteruskan kepada yang mengeluarkan izin, 

misalnya pemerintah daerah untuk segera ditanggulangi apakah cukup dengan 

compliance (negosiasi, penerangan, nasehat, dan seterusnya), ataukah tindakan 

keras, misalnya penarikan izin.
27

 

Upaya penegakan hukum dapat memberikan sumbangan bagi 

perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan. Penegakan hukum yang 

semata-mata mengacu pada kepentingan hukum atau umum tanpa 

mempertimbangkan kepentingan pembangunan, dapat menimbulkan situasi dan 

kondisi yang justru akan menghambat pembangunan berkelanjutan, sebaliknya 

kegiatan pembangunan dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. 

Hal di atas menunjukkan bahwa ada dua tugas berat yang dilaksanakan secara 

arif dan bijaksana dalam era pembangunan saat ini, yaitu meletakkan pada titik 

keseimbangan dan keserasian yang saling menunjang secara sinergik antara 

penegakan hukum lingkungan dengan pelaksanaan pembangunan.
28
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d.  Asas – Asas Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(PPLH) 

 

Asas asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) 

tertuang dalam Pasal 2 UUPPLH yang pada intinya mengamanatkan bahwa PPLH 

dilaksanakan berdasarkan 14 asas berikut ini:
29

  

1) Asas tanggung jawab Negara, mengandung arti bahwa:  

a) Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan 

manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup 

rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.  

b) Negara menjamin hak warga Negara atas lingkungan hidup yang baik 

dan sehat.  

c) Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya 

alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

hidup;  

2) Asas kelestarian dan keberlanjutan, adalah bahwa setiap orang memikul 

kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap 

sesama generasinya dalam satu organisasi dengan melakukan upaya 

pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan 

hidup;  

3) Asas keserasian dan keseimbangan, adalah bahwa pemanfaatan 

lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti 

kepentingan sosial ekonomi, sosial, Budaya, perlindungan serta pelestarian 

ekosistem;  
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4) Asas keterpaduan, adalah bahwa PPLH dilakukan dengan memadukan 

berbagai unsur atau menyinergikan berbagai kompenen terkait; 

5) Asas manfaat, adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan 

pembangunanyang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya 

alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat 

dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya;  

6) Asas kehati-hatian, adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu 

usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan 

dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menundah langkah-langkah 

meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran atau 

kerusakan lingkungan hidup;  

7) Asas keadilan, adalah bahwa PPLH harus mencerminkan keadilan secara 

profesional bagi setiap warga Negara, baik lintas daerah, lintas generasi 

maupun lintas gender;  

8) Asas ekoregion, adalah bahwa PPLH harus memperhatikan karakteristik 

sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, Budaya masyarakat 

setempat, dan kearifan lokal;  

9) Asas keanekaragaman hayati, adalah bahwa PPLH harus memperhatikan 

upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan 

keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri dari sumberdaya alam 

nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur 

nonhayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem; 

10) 10)Asas pencemar membayar, adalah bahwa setiap penanggung jawab 
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yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran atau 

kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan 

lingkungan;  

11) 11)Asas partisipatif, adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong 

untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan 

pelaksanaan PPLH, baik secara langsung maupun tidak langsung;  

12) 12)Asas kearifan lokal, adalah bahwa dalam PPLH harus memperhatikan 

nilai-nilai luhur yang berlaku dan tata kehidupan masyarakat;  

13) 13)Asas tata kelola pemerintahan yang baik, adalah bahwa PPLH dijiwai 

oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efesiensi, dan keadilan; 

dan  

14) 14)Asas otonomi daerah, adalah bahwa pemerintah dan pemerintah daerah 

mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dibidang PPLH 

dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai 

Negara Kesatuan RI. 

3. Lingkungan Hidup dan Permasalahannya  

 

 Pembaharuan hukum lingkungan pada dasarnya dapat menerapkan 

pemikiran kepada tiap-tiap elemen masyarakat untuk menentukan sebuah 

kebijakan (policy) berupa arah pembangunan lingkungan hidup dan pemahaman 

tentang kota berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Menyangkut kajian 

konsep sosial, kebijakan bahkan hukum, tidak bisa dilepaskan dari tatanan 

sosial yang melatar belakanginya. Sebuah konsep kebijakan, bahkan hukum 

bisa saja menjadi tidak relevan ketika berada pada posisi tatanan sosial yang 
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sudah berubah arah. Pergeseran sistem penyelenggaraan kepemerintahan dari 

model sentralistik menuju desentralisasi sekarang ini merupakan bagian dari 

perubahan tatanan sosial yang juga turut mempengaruhi implementasi konsep 

pembangunan kota yang berkelanjutan di Indonesia.  

Konteks pemahaman pengawasan kota dan pengelolaan lingkungan 

hidup, telah dibicarakan pada pertemuan komunitas internasional di Rio de 

Janeiro di tahun 1972, yang dikenal dengan nama Rios Summit. Masalah 

kelestarian lingkungan hidup semakin disorot dan bersifat global. Masalah 

pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi salah satu faktor 

penentu keberhasilan dari kelestarian lingkungan hidup. Berbagai komponen 

dilibatkan diantaranya adalah pemerintah, wakil rakyat, anggota perdagangan, 

masyarakat dan organisasi non pemerintah yang merupakan lembaga atau 

institusi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang sepatutnya secara 

bersama-sama perlu mempunyai komitmen terhadap kelestarian lingkungan 

hidup yang salah satunya adalah pengelolaan sampah.  

Peranan pemerintah terhadap pemahaman masyarakat sebagai sebuah 

upaya untuk memberikan sistem pengelolaan sampah yang berwawasan 

lingkungan dan berkelanjutan. sejumlah cara yang digunakan dalam 

meningkatkan pengelolaan sistem sampah untuk mencapai tujuan lingkungan 

hidup yang berwawasan dan berkelanjutan, sebagian besar mempunyai 

pendekatan berdasarkan masalah-masalah tertentu seperti masalah pencemaran 

udara, pencemaran air, pencemaran tanah dan sebagainya. Namun demikian ada 

pendekatan yang lebih luas dan menyeluruh melalui ekonomi dan juga sumber 
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ekologi.
30

 

Eksploitasi lingkungan hidup yang berlebihan juga menjadi masalah 

serius di Indonesia, dengan dampak negatif yang merusak ekosistem dan 

kehidupan masyarakat. Salah satu contohnya adalah eksploitasi berlebihan di 

daerah aliran Sungai Citarum di Jawa Barat, yang menjadi sumber air utama 

bagi kebutuhan domestik, industri, dan pertanian. Sungai ini telah lama 

tercemar oleh limbah industri, rumah tangga, dan pertanian, sehingga 

mengalami degradasi kualitas air yang signifikan. Kondisi ini diperparah oleh 

deforestasi di daerah tangkapan air, yang mengurangi kemampuan tanah untuk 

menyerap dan menyimpan air. Akibatnya, ekosistem di sekitar sungai 

terganggu, mengakibatkan kerusakan sosial-ekologis dan ekonomi, termasuk 

menurunnya hasil panen pertanian dan ancaman terhadap kesehatan 

masyarakat.  

Kasus lain adalah eksploitasi tambang batu bara di Kalimantan Timur, 

yang menyebabkan pencemaran air tanah dan sungai, kerusakan lahan, serta 

hilangnya hutan. Aktivitas ini menciptakan dampak ekologis yang luas, seperti 

hilangnya habitat satwa liar dan peningkatan risiko banjir. Selain itu, lubang 

tambang yang tidak direklamasi menjadi ancaman keselamatan bagi masyarakat 

sekitar. Kondisi ini menunjukkan bahwa eksploitasi sumber daya tanpa 

pengelolaan yang berkelanjutan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem 

dan memengaruhi kehidupan sosial-ekonomi secara langsung maupun tidak 

langsung.  
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Untuk mengurangi dampak yang lebih buruk, Indonesia telah 

memberlakukan berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang bertujuan 

untuk mengatur penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Namun, 

implementasi regulasi ini masih menghadapi tantangan besar, termasuk 

lemahnya penegakan hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat serta pelaku 

industri. Banyak bencana lingkungan, seperti banjir, longsor, dan polusi udara, 

terjadi karena minimnya pengawasan dan pengelolaan lingkungan yang baik. 

Oleh karena itu, diperlukan langkah yang lebih tegas dalam penegakan hukum, 

peningkatan kesadaran masyarakat, serta inovasi dalam teknologi ramah 

lingkungan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di Indonesia.
31

 

4. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)  

a. Pengertian AMDAL 

Konsep Amdal atau Environmental Impact Assessment (EIA) yang 

resmi berkembang pada tahun 1969 yaitu ditandai dengan dikeluarkannya 

National Environmental Policy Act (NEPA) oleh legislatif Amerika Serikat dan 

telah diterima secara internasional serta ditetapkan implementasinya sebagai 

dasar pengelolaan lingkungan. Pada tahun 1996, EIA sudah tersebar di lebih 

dari 100 negara, dan pada tahun 2012, beberapa bentuk Konvensi yang dianut di 

191 dari 193 negara di dunia.  

Dalam perkembangannya Amdal yang merupakan proses yang secara 

khusus ditujukan untuk mengeksplorasi futures (opsi-opsi masa depan) untuk 
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mencapai berkelanjutan, terus menerus diteliti. Dari studi tentang EIA pada 

implementasi pengelolaan masih menimbulkan perdebatan dalam pendapat 

tentang pencapaian tujuan dimana efektifitas EIA dilihat dari proses 

implementasi dengan melihat tujuan EIA secara substantif dan sebagai sarana 

pengambilan keputusan dalam arti luas.
32

 

Penilaian dampak lingkungan (EIA) menurut Cashmore dkk, merupakan 

proses dimana dilakukakan proses perkiraan kerusakan, dievaluasi, dan jika 

diperlukan dikurangi, sebelum keputusan dan komitmen utama ditetapkan. 

Penilaian dampak lingkungan dinyatakan sebagai evaluasi pada dampak yang 

muncul tehadap proyek yang secara signifikan memberikan dampak penting 

pada lingkungan, dengan melalui proses sistem sistematis untuk bahan 

pertimbangan di dalam penetapan kelayakan. Proses penilaian dampak 

lingkungan mensyaratkan interaksi, pengumuman, pelaporan yang 

menggambarkan dampak-dampak secara signifikan dengan detail. Dalam proses 

evaluasi memerlukan perundingan dan partisipasi masyarakat.
33

  

Pengenalan penilaian dampak lingkungan, pada zamannya, merupakan 

cara revolusioner untuk memastikan pertimbangan faktor lingkungan dalam 

pengambilan keputusan. Pada perkembangan setelah sekitar 50 tahun kemudian, 

Amdal (impact assessment) telah berkembang menjadi berbasis substantif luas 

dalam pengambilan keputusan proyek dan kebijakan, dan telah menunjukkan 
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fleksibilitas dan ketahanan, prosesnya diadaptasi dan diterapkan dalam berbagai 

konteks dan pengaturan di seluruh dunia. Perkembangan lainnya adalah terjadi 

penguatan dengan fokus ke penilaian lingkungan strategis (KLHS), penilaian 

keberlanjutan, penilaian dampak ekonomi, penilaian dampak sosial, penilaian 

dampak kesehatan, dan penilaian dampak kumulatif. 

AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) yaitu sebuah kajian yang 

digunakan untuk memperkirakan suatu dampak atas sebuah usaha / kegiatan 

yang diselenggarakan di suatu lingkungan tertentu.AMDAL suatu kegiatan 

yang bertujuan untuk memastikan suatu masalah yang nantinya akan 

berdampak pada kelestarian suatu lingkungan atas adanya suatu usaha / 

kegiatan, yang selanjutnya akan dibuat suatu keputusan/tindakan apa yang akan 

dilakukan untuk menanggulangi masalah tersebut nantinya.  

Menurut Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 AMDAL merupakan 

kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang 

direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan 

keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. Analisis 

Mengenai Dampak lingkungan merupakan kajian mengenai dampak besar dan 

penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang 

direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan 

keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Amdal sendiri 

merupakan suatu kajian mengenai dampak positif dan negatif dari suatu rencana 

kegiatan/proyek, yang dipakai pemerintah dalam memutuskan apakah suatu 

kegiatan/proyek layak atau tidak layak lingkungan.  
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Kajian dampak positif dan negatif tersebut biasanya disusun dengan 

mempertimbangkan aspek fisik, kimia, biologi, sosial-ekonomi, sosial budaya 

dan kesehatan masyarakat (Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1999). 

Analisis Mengenai Dampak lingkungan merupakan kajian mengenai dampak 

besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan 

yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses 

pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 

Amdal sendiri merupakan suatu kajian mengenai dampak positif dan negatif 

dari suatu rencana kegiatan/proyek, yang dipakai pemerintah dalam 

memutuskan apakah suatu kegiatan/proyek layak atau tidak layak lingkungan. 

Kajian dampak positif dan negatif tersebut biasanya disusun dengan 

mempertimbangkan aspek fisik, kimia, biologi, sosial-ekonomi, sosial budaya 

dan kesehatan masyarakat (Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1999).
34

 

b. Tujuan AMDAL 

Tujuan utama AMDAL adalah untuk menjaga dengan kemungkinan 

terjadinya dampak dari suatu rencana usaha atau juga kegiatan. Tujuan 

AMDAL adalah suatu penjagaan dalam rencana usaha atau juga kegiatan agar 

tidak memberikan suatu dampak buruk bagi lingkungan sekitar. Berikut ini 

adalah tujuan AMDAL :  

1) Sebagai bahan perencanaan pembangunan suatu wilayah  

2) Membantu suatu proses didalam pengambilan keputusan terhadap suatu 

kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha atau juga kegiatan  

                                                      
34
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3) Memberikan suatu masukan didalam penyusunan rancangan rinci teknis 

dari rencana usaha atau juga kegiatan  

4) Memberi masukan didalam melakukan penyusunan rencana pengelolaan 

serta juga pemantauan lingkungan hidup  

5) Memberikan suatu informasi terhadap masyarakat dari dampak yang 

ditimbulkan dari adanya suatu rencana usaha atau juga kegiatan  

6) Tahap pertama ialah dari rekomendasi mengenai izin usaha  

7) Sebagai Scientific Document dan juga Legal Document  

8) Sebagai Izin Kelayakan Lingkungan 

c. Manfaat AMDAL  

Manfaat AMDAL secara umum adalah menjamin suatu usaha atau kegiatan 

pembangunan agar layak secara lingkungan. Layak secara lingkungan berarti 

kegiatan tersebut sesuai dengan peruntukkannya sehingga dampak yang 

ditimbulkan dapat ditekan. Secara umum, manfaat AMDAL dibagi menjadi 

empat berdasarkan peruntukannya, yaitu :  

1) Bagi Pemerintah  

a) Menghindari perusakan lingkungan hidup seperti timbulnya 

pencemaran air, pencemaran udara, kebisingan, dan lain sebagainya. 

Sehingga tidak mengganggu kesehatan, kenyamanan, dan 

keselamatan masyarakat.  

b) Menghindari pertentangan yang mungkin timbul, khususnya dengan 

masyarakat dan proyek - proyek lain.  

c) Mencegah agar potensi dumber daya yang dikelola tidak rusak.  
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2) Bagi Pemilik Modal  

a) Menentukan prioritas peminjaman sesuai dengn misinya.  

b) Melakukan pengaturan modal dan promosi dari berbagai sumber 

modal.  

c) Menghindari duplikasi dari proyek lain yang tidak perlu.  

d) Untuk dapat menjamin bahwa modal yang dipinjamkan dapat 

dibayar kembali oleh proyek sesuai pada waktunya, sehingga modal 

tidak hilang.  

3) Bagi Pemilik Proyek  

a) Melihat masalah-masalah lingkungan yang akan dihadapi dimasa 

yang akan datang. 

b) Melindungi proyek yang melanggar undang – undang atau peraturan 

yang berlaku.  

c) Mempersiapkan cara-cara pemecahan masalah yang akan dihadapi 

dimasa yang akan datang. 

d. Izin Lingkungan Dengan AMDAL 

Izin merupakan instrumen hukum administrasi yang dapat digunakan 

oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengatur cara-cara pengusaha 

menjalankan usahanya. Dalam sebuah izin pejabat yang berwenang 

menuangkan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan berupa perintah perintah 

atau pun larangan-larangan yang wajib dipatuhi oleh perusahaan. Dengan 

demikian, izin merupakan pengaturan hukum tingkat individual atau norma 

hukum subjektif karna sudah dikaitkan dengan subjek hukum tertentu. Perizinan 
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memiliki fungsi preventif dalam arti instrumen untuk pencegahan terjadinya 

masalah-masalah akibat kegiatan usaha. Dalam konteks hukum lingkungan, 

perizinan berada dalam wilayah hukum lingkungan administrasi. Melalui izin, 

pemerintah dapat menetapkan syarat-syarat lingkungan tertentu yang harus 

dipenuhi oleh pemilik kegiatan.
35

 

Salah satu instrumen yuridis yang diamanatkan dalam UUPPLH (UU 

Nomor 32 Tahun 2009) adalah izin lingkungan (Pasal 14 UUPPLH jo. Pasal 1 

butir 35 UUPPLH) yang secara lengkap dapat disebut “izin lingkungan hidup”. 

Izin lingkungan atau lengkapnya izin lingkungan hidup (ILH) berimplikasi 

langsung dengan AMDAL dan izin usaha dan/atau kegiatan (SIU). Artinya, 

bahwa izin lingkungan ini dapat diperoleh berdasarkan hasil dan rekomendasi 

AMDAL. Adapun izin lingkungan menjadi prasyarat bagi dikeluarkannya izin 

usaha dan/atau kegiatan. Jadi, izin menjalankan usaha/kegiatan untuk tertentu 

yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan wajib memiliki AMDAL 

atau UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup dan Upaya Pemantauan 

Lingkungan hidup) hanya dapat diberikan apabila telah memiliki izin 

lingkungan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa AMDAL dan/atau 

UKLUPL menjadi syarat izin bagi izin lingkungan dan selanjutnya izin 

lingkungn menjadi syarat bagi dikeluarkannya izin usaha/kegiatan.
36

 

Izin lingkungan semakin memperkuat peran dan fungsi kajian 

lingkungan hidup strategis (KLHS) dan Amdal dalam menjaga kepentingan 
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perlindungan lingkungan hidup. Dengan demikian, izin digunakan oleh 

penguasa (pemerintah) sebagai instrumen untuk memengaruhi para warga untuk 

mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu yang konkret. 

Demikian pula hanya dengan izin lingkungan hidup, sebenarnya merupakan 

instrumen pengendali untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap 

lingkungan hidup dari suatu kegiatan guna menjamin terwujud dan 

terpeliharanya lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan. 

B. Penelitian Terdahulu 

Kajian penelitian terdahulu sangatlah penting, hal tersebut bertujuan 

untuk  mengetahui letak perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun penelitian terdahulu dari penelitian 

ini yaitu: 

1. Eka Deviani, (2022) dengan judul penelitian Penegakan Hukum 

Lingkungan Terhadap Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Reklamasi 

Pantai di Kota Bandar Lampung. Penelitian memiliki kesamaan dalam 

fokus utamanya, yaitu membahas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 

(AMDAL) sebagai instrumen hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup. 

Keduanya juga menyoroti aspek penegakan hukum terkait implementasi 

AMDAL dan relevansinya terhadap perlindungan lingkungan.  

Namun, terdapat perbedaan dalam ruang lingkup dan pendekatan 

yang digunakan. Penelitian terdahulu memiliki fokus pada kasus spesifik, 

yaitu reklamasi pantai di Kota Bandar Lampung, sehingga lebih bersifat 

kasus (case study). Sebaliknya, penelitian yang penelitia lakukan membahas 
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AMDAL dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia secara 

umum, dengan cakupan yang lebih luas dan bersifat teoritis.  

2. Satria Sukanda, (2020) dengan judul penelitian Urgensi Penerapan Analisis 

Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap 

Lingkungan di Indonesia. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam 

membahas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai 

instrumen penting dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. 

Penelitian ini juga menyoroti relevansi AMDAL dalam memastikan 

keberlanjutan lingkungan melalui pengawasan dan pengelolaan dampak 

yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas pembangunan.  

Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam fokus dan tujuan 

masing-masing penelitian. Penelitian terdahulu lebih menekankan pada 

urgensi penerapan AMDAL sebagai alat kontrol terhadap dampak 

lingkungan, sehingga cenderung berfokus pada pentingnya implementasi 

AMDAL dalam konteks praktis. Sementara itu, peneli melakukan penelitian 

dengan berorientasi pada tinjauan hukum terhadap AMDAL, dengan 

pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengulas peran regulasi 

lingkungan secara legalistik. 

3. Regita Cahya Ardhia Putri, (2020) dengan judul penelitian Tinjauan Hukum 

Terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai 

Persyaratan Penerbitan Izin Lingkungan Di Kota Makassar. Pada penelitian 

ini memiliki persamaan dalam membahas Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan (AMDAL) dari perspektif hukum sebagai instrumen penting 
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dalam pengelolaan lingkungan hidup. Keduanya sama-sama mengevaluasi 

peran AMDAL dalam menjaga keberlanjutan lingkungan serta relevansinya 

dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan.  

Namun, perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan fokus 

pembahasan. Penelitian terdahulu ini berfokus pada Kota Makassar, dengan 

membahas AMDAL sebagai persyaratan hukum untuk penerbitan izin 

lingkungan di tingkat lokal. Penelitian ini lebih terarah pada aplikasi 

spesifik AMDAL dalam konteks daerah tertentu. Sebaliknya, penelitian 

yang penulis lakukan memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu membahas 

AMDAL dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup di seluruh Indonesia 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah elemen penting dalam 

mengevaluasi kualitas suatu penelitian. Tanpa metode yang baik, seorang peneliti 

akan kesulitan dalam menemukan, merumuskan, menganalisis, atau memecahkan 

masalah tertentu serta mengungkapkan kebenaran.
37

 

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif, 

yaitu studi dokumentasi yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum ini dilakukan 

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang disebut juga sebagai 

penelitian hukum kepustakaan.
38

 Penelitian hukum normatif (normative law 

research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, 

misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang 

dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan 

menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus 

pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum, 

sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.
39

  

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang merupakan suatu pendekatan 

penelitian yang menguraikan karakteristik dari populasi atau fenomena yang 

sedang diselidiki. Dengan    demikian,   fokus   utama   dari   metode   penelitian  

ini adalah memberikan
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penjelasan mendalam tentang objek penelitian. Hasil penelitian ini tentu saja akan 

memberikan gambaran yang rinci mengenai objek penelitian tersebut. Penelitian 

deskriptif menitikberatkan pada pemahaman masalah-masalah aktual sebagaimana 

adanya pada saat penelitian dilakukan.mendalam. Pendekatan ini bertujuan untuk 

menggali pandangan, serta mengumpulkan pengalaman yang diperlukan guna 

memperoleh informasi atau data yang relevan.
40

 

B. Pendekatan Penelitian 

 

1.  Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach)  

Peter Mahmud Marzuki mengartikan pendekatan undang-undang bahwa 

Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan meneliti semua 

regulasi dan undang-undang yang terkait dengan permasalahan yang sedang 

diselidiki. Pendekatan perundang-undangan ini menggunakan legislasi dan 

regulasi. Dalam penelitian normatif, penggunaan pendekatan hukum positif 

menjadi suatu keharusan karena fokus dan tema sentral penelitian adalah berbagai 

aturan hukum.
41

  

2. Pendekatan Konsep (Conseptual Approach)  

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan konseptual (conseptual 

approach), pendekatan konsep dimaksudkaan untuk menganalisa bahan hukum 

sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal 

itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam 

istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan 
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praktek.
42

 

C. Sumber Data  

 

Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka dianggap sebagai sumber 

data sekunder, suatu istilah dalam ilmu penelitian yang merujuk pada data yang 

diperoleh dari sumber-sumber tertulis. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam 

penelitian ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
43

  

1. Bahan Hukum Primer  

Merupakan sumber data yang memiliki kewajiban hukum dan bersifat 

mengikat, seperti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek 

penelitian. Sebagai contoh, UUD 1945 dianggap sebagai bahan hukum primer 

yang memiliki otoritas tertinggi. Dalam penelitian ini, bahan primer yang 

digunakan adalah dalam :  

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  

2) Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; 

 

2. Bahan Hukum Sekunder  

Merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum 

primer. Contoh bahan hukum sekunder dalam penelitian ini melibatkan buku 

mengenai hukum lingkungan dan sebagainya serta skripsi, disertasi, dan artikel 

ilmiah yang juga membahas mengenai green constitution pada lingkungan hidup.  

3. Bahan Hukum Tersier   

Merupakan bahan yang memberikan informasi dan petunjuk terhadap bahan 
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hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier mencakup 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Bahan hukum tersier berfungsi sebagai 

sumber informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum lainnya. Pengumpulan 

bahan hukum dalam penelitian kepustakaan (Library Research) ini dilakukan 

melalui teknik dokumenter, yaitu dengan meneliti arsip atau studi pustaka, seperti 

buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran, dan karya pakar hukum 

konvensional dan hukum Islam.
44

 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam upaya mempermudah penelitian, terutama dalam menghadapi 

pembahasan permasalahan, metode umum yang digunakan adalah studi 

kepustakaan, yang melibatkan pengkajian informasi tertulis (Library Research) 

mengenai hukum dari berbagai sumber yang secara luas dipublikasikan. Metode 

ini diperlukan khususnya dalam penelitian normatif dan studi dokumenter terhadap 

bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Studi dokumenter, pada 

dasarnya, adalah suatu jenis penelitian yang mengevaluasi berbagai dokumen, 

termasuk peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang telah ada, 

dengan mengumpulkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan, makalah, 

literatur, dan artikel yang terkait dengan topik permasalahan penulis. Dengan 

demikian, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang dapat 

digunakan untuk menyusun pendapat atau pandangan dalam penelitian tersebut.
45
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E. Analisis Data  

Dalam penelitian hukum normatif, analisis bahan hukum merupakan suatu 

proses untuk menginterpretasi atau memberikan makna terhadap suatu materi 

hukum. Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian hukum normatif adalah 

analisis kualitatif. Analisis kualitatif merujuk pada proses analisis data yang tidak 

melibatkan angka, melainkan memberikan gambaran deskriptif dengan kata-kata 

terhadap temuan-temuan. Proses pendeskripsian dilakukan untuk menentukan isi 

atau makna dari bahan hukum yang disesuaikan dengan topik permasalahan yang 

sedang diangkat. Setelah terkumpul, bahan hukum kemudian dianalisis secara 

deskriptif kualitatif, yakni suatu analisis yang menggambarkan keadaan sebenarnya 

mengenai fakta-fakta tertentu.
46
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BAB V  

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab pembahasan mengenai 

Tinjauan Hukum Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Di Indonesia yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka 

dapat penulis simpulkan bahwa :  

1. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan instrumen hukum yang 

krusial dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, bertujuan mencegah 

dan mengendalikan dampak negatif dari aktivitas pembangunan. Sebagai 

syarat perizinan dan alat pengawasan, AMDAL memastikan bahwa 

pembangunan dilakukan secara berkelanjutan, dengan melibatkan masyarakat 

serta mematuhi prinsip-prinsip perlindungan lingkungan. Namun, 

keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas implementasi, pengawasan 

yang konsisten, dan komitmen semua pihak untuk menjadikan AMDAL 

sebagai landasan utama dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan 

dan kelestarian lingkungan. 

2. Kriteria usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Dampak 

Lingkungan (AMDAL) di Indonesia meliputi proyek-proyek yang berpotensi 

memberikan dampak besar dan penting terhadap lingkungan. Kriteria ini 

ditentukan berdasarkan skala, sifat, dan lokasi kegiatan, serta potensi risiko 

yang ditimbulkan terhadap ekosistem, kesehatan manusia, dan keberlanjutan 

sumber daya alam. AMDAL berfungsi sebagai prasyarat hukum yang wajib 
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dipenuhi untuk   memastikan   bahwa  setiap  aktivitas pembangunan 

dilakukansecara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip perlindungan 

lingkungan hidup. 

B. Saran  

1. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas pengawasan terhadap implementasi 

AMDAL, memastikan bahwa dokumen tersebut disusun secara transparan, 

kredibel, dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, pelibatan 

masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL harus lebih dioptimalkan 

untuk menjamin keberpihakan pada kepentingan publik. Diperlukan pula 

peningkatan kapasitas bagi penyusun dokumen AMDAL agar hasil kajian 

lebih komprehensif dan efektif dalam mengelola dampak lingkungan. 

2. Kriteria usaha atau kegiatan yang diwajibkan AMDAL diperbarui secara 

berkala untuk menyesuaikan dengan dinamika pembangunan dan teknologi. 

Pemerintah juga harus memberikan panduan yang lebih jelas kepada pelaku 

usaha terkait proses dan standar AMDAL, sehingga dapat meminimalkan 

kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaannya. Selain itu, harmonisasi 

regulasi antara tingkat pusat dan daerah perlu diperkuat agar pelaksanaan 

AMDAL lebih konsisten dan terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia. 
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